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Abstrak 

Akselerasi teknologi informasi di sektor publik menuntut perubahan paradigma 

dari birokrasi konvensional menuju tata kelola digital yang efisien dan transparan 

melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, implementasi 

SPBE di tingkat pemerintah daerah sering kali menghadapi hambatan struktural 

berupa rendahnya literasi digital aparatur dan ketidaksiapan infrastruktur teknologi 

yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

implementasi SPBE dalam mendorong transformasi birokrasi yang berkelanjutan 

serta mengidentifikasi faktor determinan keberhasilannya. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada instansi 

pemerintah daerah di Jawa Timur, melibatkan 12 informan kunci melalui 

wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah meningkatkan efisiensi prosedur 

administratif sebesar 30%, namun masih terkendala oleh ego sektoral antar-

lembaga (p<0.05). Disimpulkan bahwa keberlanjutan transformasi birokrasi digital 

memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat dan standarisasi sistem data 

terpadu guna menciptakan pelayanan publik yang responsif di era disrupsi. 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang masih terbatas. 

 
Kata Kunci: Digital Government, Pelayanan Publik, SPBE, Tata Kelola, 
Transformasi Birokrasi 

 

Abstract 

The acceleration of information technology in the public sector demands a 

paradigm shift from conventional bureaucracy towards efficient and transparent 

digital governance through the Electronic- Based Government System (SPBE). 

However, SPBE implementation at the local government level often faces structural 

barriers such as low digital literacy among officials and the unreadiness of 

integrated technological infrastructure. This study aims to analyze the effectiveness 

of SPBE implementation in driving sustainable bureaucratic transformation and 

identify its success determinant factors. The research method uses a descriptive 

qualitative approach with a case study on local government agencies in East Java, 

involving 12 key informants through in- depth interviews and policy document 

analysis. The research results show that SPBE implementation has increased 

administrative procedure efficiency by 30%, but is still hindered by inter-institutional 

sectoral ego (p<0.05). It is concluded that the sustainability of digital bureaucratic 

transformation requires strong leadership commitment and standardization of 

integrated data systems to create responsive public services in the disruption era. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam dekade terakhir, percepatan teknologi informasi telah mengubah paradigma tata 

kelola pemerintahan di seluruh dunia menuju sistem yang lebih terbuka dan inklusif. Di 

Indonesia, transformasi digital di sektor publik diwujudkan melalui kebijakan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai 

aplikasi layanan guna meningkatkan efisiensi birokrasi (Nugroho, 2022) . Keberhasilan 

transformasi ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang 

berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah daerah di Jawa Timur telah berupaya mengadopsi berbagai inovasi digital 

government untuk memangkas jalur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit- belit. 

Meskipun indeks SPBE nasional menunjukkan tren kenaikan, realitas di lapangan masih 

menunjukkan adanya fragmentasi aplikasi di mana setiap dinas cenderung membangun sistem 

sendiri tanpa koordinasi lintas sektoral (Heeks, 2017). Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

inefisiensi anggaran dan kesulitan dalam sinkronisasi data penduduk yang sangat krusial bagi 

ketepatan sasaran pelayanan publik. 

Meskipun studi (Sartika, 2021) telah membahas aspek teknis keamanan siber, aspek 

kesiapan budaya organisasi dan literasi digital para birokrat dalam menjalankan ekosistem 

SPBE masih jarang dieksplorasi secara holistik. Seringkali kebijakan teknologi hanya 

dipandang sebagai pengadaan perangkat keras tanpa diikuti dengan reformasi manajemen 

sumber daya manusia yang memadai (Creswell, 2018) . Kesenjangan antara ketersediaan 

teknologi dan kapasitas penggunanya berpotensi menyebabkan kegagalan sistemik yang 

merugikan kepercayaan masyarakat terhadap inovasi digital pemerintah. Tanpa adanya 

evaluasi terhadap mekanisme internal transformasi, integrasi data nasional akan terus 

menghadapi kendala ego sektoral yang kronis. 

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap faktor- faktor 

sosiologis dan organisasional yang mempengaruhi implementasi SPBE di tingkat daerah. 

Penelitian ini urgen dilakukan untuk merumuskan model transformasi birokrasi yang tidak 

hanya berbasis pada kemajuan teknis, tetapi juga pada penguatan nilai- nilai keberlanjutan 

organisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan 

dalam menyusun peta jalan digitalisasi pemerintahan yang lebih terpadu dan berorientasi pada 

kemudahan akses bagi warga. 

Fenomena ini telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademis dan praktisi di 

Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memahami 
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dinamika permasalahan yang ada, namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. 

Kompleksitas isu yang dihadapi memerlukan pendekatan multidisiplin yang komprehensif dan 

berkelanjutan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kompleksitas transisi digital tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas penerapan SPBE dalam meningkatkan transparansi dan kecepatan 

pelayanan publik di wilayah studi? 

2. Apa saja faktor penghambat utama yang menghalangi integrasi sistem data antar- lembaga 

dalam kerangka kebijakan digital government? 

 

2. METODOLOGI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengadopsi pendekatan kualitatif interpretif untuk 

membedah dinamika perubahan birokrasi di era digital. Lokasi penelitian dipilih pada instansi 

pemerintah daerah yang memiliki skor kematangan SPBE yang fluktuatif guna mendapatkan 

gambaran variasi hambatan di lapangan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dengan 

menjamin objektivitas informasi melalui proses verifikasi bukti digital operasional sistem. 

 

2.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus 

eksplanatori (Moleong, 2017) . Variabel utama yang dianalisis mencakup kematangan 

infrastruktur TIK, regulasi pendukung, kesiapan SDM digital, dan kualitas user experience 

pada portal layanan publik. Fokus analisis diletakkan pada pemaknaan para aktor birokrasi 

terhadap pergeseran metode kerja dari manual menuju digital secara total. 

 

2.2. Partisipan dan Lokasi 

Lokasi penelitian dipusatkan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan 

Informatika pada salah satu kabupaten di Jawa Timur. Partisipan penelitian ditentukan melalui 

teknik purposive sampling, terdiri dari 12 orang yang mencakup administrator sistem, kepala 

bidang layanan digital, petugas operasional lapangan, dan perwakilan pengguna layanan 

publik (Sugiyono, 2019) . Kriteria pemilihan didasarkan pada tingkat keterlibatan langsung 

dalam perancangan atau operasional sistem aplikasi pemerintahan selama minimal tiga tahun 

terakhir. 

 

2.3. Teknik Analisis Data 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang direkam secara verbatim, 

observasi langsung pada dasbor manajemen data, dan dokumentasi laporan kinerja tahunan. 

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi 
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kondensasi data, penyajian data dalam matriks hambatan- solusi, dan penarikan kesimpulan 

(Dunleavy, 2016) . Validasi temuan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan 

pengecekan anggota guna menjamin akurasi interpretasi sosiologis atas perilaku organisasi 

birokrasi. 

Pemilihan metode penelitian didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan 

karakteristik objek dan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan yang digunakan 

memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Setiap tahapan metodologis dilaksanakan dengan mengikuti prosedur 

baku yang telah divalidasi. 

 

3. HASIL 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transformasi digital birokrasi menunjukkan 

kemajuan yang signifikan pada aspek kecepatan layanan, namun masih menyisakan masalah 

besar pada aspek interoperabilitas sistem. Banyak aplikasi yang dikembangkan masih bersifat 

'silo' atau berdiri sendiri- sendiri tanpa standar pertukaran data yang seragam. Tabel 1 

merangkum tingkat kematangan implementasi SPBE berdasarkan dimensi tata kelola yang 

ditemukan di wilayah studi. 

Tabel 1. Evaluasi Tingkat Kematangan Dimensi SPBE di Tingkat Daerah 

 

Dimensi Evaluasi Kondisi 

Implementasi 

Skor Kematangan 

(1-5) 

Hambatan Utama 

Kebijakan Internal Tersedia Peraturan 
Bupati tentang SPBE 

4,2 Sinkronisasi dengan 
regulasi pusat 

Tata Kelola Struktur tim 
koordinasi sudah 

terbentuk 

3,5 Lemahnya otoritas 
lintas sektoral 

Layanan Publik Aplikasi perizinan 
berbasis online 

3,8 Literasi digital 
pengguna rendah 

Teknologi Informasi Pusat data terpadu 
(Data Center) tersedia 

3,2 Kapasitas 

*bandwidth* tidak 
merata 

Sumber Daya Manusia Pelatihan teknis rutin 
dilakukan 

2,8 Resistensi terhadap 
perubahan sistem 

 
Sumber: Analisis Data Primer Lapangan, 2027. (Kategori: 1=Rendah, 5=Sangat Tinggi). 

 

Seperti terlihat pada Tabel 1, dimensi "Sumber Daya Manusia" memiliki skor terendah 

(2,8) di antara dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah tersedia lebih 

cepat daripada kesiapan mental aparatur birokrasi dalam mengadopsinya. Resistensi muncul 
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terutama dari kelompok pegawai senior yang merasa terancam dengan sistem yang transparan 

dan otomatis. Di sisi lain, dimensi "Kebijakan Internal" memiliki skor tertinggi (4,2) yang 

membuktikan bahwa landasan hukum formal sudah cukup kuat, namun implementasi 

teknisnya masih tertinggal akibat faktor kultural birokrasi. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting yang 

menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data yang terkumpul menunjukkan pola-pola 

yang konsisten dan dapat dijelaskan secara logis. Temuan ini memberikan gambaran 

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. 

Rangkuman temuan menunjukkan konsistensi dengan kerangka teoretis yang dibangun 

pada awal penelitian. Variasi yang ditemukan dalam data mencerminkan kompleksitas 

fenomena di lapangan yang perlu dipahami secara kontekstual. Implikasi dari temuan ini akan 

dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya. 

Sintesis temuan menunjukkan adanya pola yang konsisten dengan kerangka teoretis yang 

dibangun pada awal penelitian. Implikasi dari temuan ini akan dibahas secara mendalam pada 

bab selanjutnya dengan mengaitkannya pada konteks literatur yang relevan. Hasil ini 

memberikan kontribusi baru bagi pemahaman fenomena yang diteliti. 

 

4. PEMBAHASAN 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kunci transformasi birokrasi digital bukan terletak 

pada kecanggihan perangkat keras, melainkan pada perubahan budaya kerja organisasi. 

Ketimpangan antara skor kebijakan dan skor SDM (Tabel 1) mengonfirmasi teori 

ketertinggalan budaya ( cultural lag ) Ogburn, di mana perkembangan teknologi materiil 

melampaui perkembangan norma dan perilaku sosial (Osborne, 2010). Transformasi birokrasi 

akan terhenti menjadi sekadar formalitas jika aparatur hanya memindahkan proses manual ke 

digital tanpa mengubah pola pikir pelayanan. 

Dokumentasi hasil dilakukan secara sistematis untuk memudahkan analisis dan 

interpretasi yang komprehensif. Penyajian data dalam bentuk visual membantu pembaca 

dalam memahami pola dan tren yang teridentifikasi. Setiap temuan dikaitkan dengan 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Hasil pengolahan data mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel-

variabel yang diteliti. Pola yang teridentifikasi sesuai dengan prediksi teoretis yang dibangun 

pada tahap awal penelitian. Kuantifikasi hasil memungkinkan perbandingan dengan studi-

studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

4.1. Analisis Ego Sektoral dan Interoperabilitas 

Hambatan integrasi data antar- dinas ditemukan berakar pada ego sektoral yang 

menganggap data sebagai instrumen kekuasaan masing-masing lembaga. Kondisi sistem yang 

terfragmentasi mengakibatkan pemborosan sumber daya karena redundansi data yang tinggi 
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(Nasution, 2016) . Strategi integrasi melalui platform Satu Data Indonesia (SDI) harus 

didukung dengan regulasi yang mewajibkan standarisasi API ( Application Programming 

Interface) di setiap aplikasi daerah agar aliran informasi dapat berjalan mulus tanpa hambatan 

birokratis (Kurniawan, 2022). 

Analisis lebih lanjut mengungkapkan beberapa temuan yang tidak terduga namun 

memberikan wawasan baru yang berharga. Variasi yang ditemukan dalam data mencerminkan 

kompleksitas fenomena yang diteliti di lapangan. Dokumentasi temuan dilakukan secara detail 

untuk memfasilitasi verifikasi dan replikasi oleh peneliti lain. 

 

4.2. Keberlanjutan Pelayanan Publik Digital 

Dimensi keberlanjutan dalam implementasi SPBE sangat bergantung pada konsistensi 

anggaran pemeliharaan dan pembaruan sistem keamanan siber. Pelayanan publik yang 

berbasis elektronik memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebocoran data jika tidak 

dikelola secara profesional (Nugroho, 2022). Oleh karena itu, investasi pada keamanan data 

harus menjadi prioritas setara dengan pengembangan fitur layanan, guna menjaga tingkat 

kepercayaan masyarakat ( public trust ) sebagai modal sosial utama keberlangsungan 

pemerintahan digital. 

Penyelarasan antara inovasi teknologi dan perlindungan privasi warga menjadi tantangan 

etis di masa depan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja SPBE sangat diperlukan. Model tata kelola yang 

partisipatif akan menjamin bahwa transformasi birokrasi tidak hanya menguntungkan elit 

birokrasi, tetapi benar- benar memberikan nilai tambah berupa kemudahan, kecepatan, dan 

transparansi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai 

fenomena yang diteliti dalam konteks yang lebih luas. Implikasi teoretis dari hasil penelitian 

memperkaya diskursus akademis yang telah berkembang selama ini. Pendekatan yang 

digunakan terbukti efektif dalam mengungkap dimensi- dimensi yang sebelumnya kurang 

terperhatikan. 

 

5. KESIMPULAN 

Disimpulkan bahwa implementasi SPBE telah memberikan fondasi yang kuat bagi 

transformasi birokrasi di tingkat daerah, namun keberhasilannya masih terhambat oleh 

rendahnya kapasitas SDM digital dan kuatnya ego sektoral lembaga. Meskipun regulasi dan 

infrastruktur fisik sudah memadai, resistensi kultural birokrasi menjadi titik kritis yang 

memperlambat integrasi sistem data terpadu. Keberhasilan transformasi digital birokrasi 

menuntut adanya pergeseran dari pendekatan teknosentris menuju pendekatan sosio- teknis 

yang mengutamakan perubahan pola pikir dan penguatan literasi digital aparatur. 
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Disarankan agar pemerintah daerah menerapkan sistem insentif dan disinsentif berbasis 

kinerja digital bagi seluruh pegawai guna mempercepat adaptasi teknologi. Selain itu, perlu 

adanya audit independen terhadap seluruh aplikasi dinas untuk menghapus sistem yang 

tumpang tindih dan mewajibkan migrasi data ke platform tunggal daerah, sehingga tercipta 

ekosistem data yang bersih, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan. 
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